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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis
pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget
Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pariwisata
merupakan salah satu urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan
Pemerintah Daerah mempunyai pilihan dan wewenang dalam mengatur dan
mengelola pariwisata di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan
salah satu kabupaten yang memprioritaskan sektor wisata sebagai pembangunan
di daerahnya. Destinasi Wisata Tampora merupakan salah satu destinasi wisata
yang dimiliki Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan hutan produksi milik
Perum Perhutani KPH Probolinggo. Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata
Tampora telah dilakukan oleh beberapa pihak diataranya, perhutani sebagai
pemiliki lahan, POMI sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo serta masyarakat Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis). Pada APBD Tahun Anggaran 2017, Dinas Pariwisata Kabupaten
Situbondo telah menganggarkan dana sebesar 1 Miliyar rupiah untuk
pengembangan Destinasi Wisata Tampora. Pengembangan Destinasi Wisata
Tampora meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
Perhutani sebagai pemilik lahan Destinasi Wisata Tampora beserta masyarakat
sekitar Tampora telah melakukan banyak hal sejak awal merintis Wisata Tampora
hingga saat ini, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu mulai membabat hutan

untuk membuat jalan setapak menuju pantai, membuat tempat bilas untuk
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pengujung yang berenang, membuat kursi-kursi kayu yang ditempelkan pada
pohon, serta mengelola penghasilan dari tiket masuk dan dijadikan sebagali
income perhutani. Hal tersebut dilakukan seadanya, dengan biaya yang terbatas.
Setelah itu, POMI sebagai CSR menyalurkan bantuan berupa dana yang kemudian
dipergunakan untuk memperbaiki jalan, membuat papan-papan tulisan yang
bertujuan menambah keindahan dan daya tarik wisata.

Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Fokus penelitian
adalah pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.
Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling, snowball
sampling dan esidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara mendalam, observasi secara langsung dan analisis
dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data interaksi model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengembangan Destinasi
Wisata Tampora dilakukan melalui empat tahap kolaborasi yaitu assesment,
initiation, deliberation dan implementation. Dalam kolaborasi pengembangan
Destinasi Wisata Tampora, tahap assesment, initiation dan deliberation telah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan colaborative governance dan menghasilkan
perjanjian kerjasama antara Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan
sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi
pengembangan Destinasi Wisata Tampora sepenuhnya belum sesuai dengan apa
yang telah disepakati, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing stakeholder
belum dilaksanakan sepenuhnya, misalnya pada pengelolaan tiket bersama masih
belum terlaksana hingga saat ini karena hasil penjualan tiket masih menjadi
pendapatan perhutani. Terlepas dari hal tersebut upaya pengembangan Destinasi

Wisata Tampora tetap berjalan dan menghasilkan beberapa perubahan baik.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalilis
pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget
Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saat ini pariwisata di Indonesia
menjadi sektor yang mampu menghasilkan devisa yang cukup besar. Kondisi
geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil dengan luas
daratannya 1.919.170 km2 serta memiliki luas wilayah perairan 5,4 juta km2
menjadikan Indonesia memiliki keanekargaman hayati, keindahan alam,
ekosistem, ekowisata, serta berbagai atraksi wisata alam yang dapat
dikembangkan untuk objek wisata alam, dan menjadikan Indonesia sebagai negara
yang memiliki sumber kekayaan darat maupun laut yang sangat melimpah.
Sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia harus dikelola dan dikembangkan
secara optimal sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi setiap daerah
yang mampu mengelola sumber kekayaan tersebut. Selain itu sumber kekayaan

tersebut dapat mendatangkan devisa bagi negara.

Pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua dibawah
minyak kelapa sawit. Berikut adalah tabel perolehan devisa Indonesia menurut

lapangan usaha tahun 2016:

Tabel 1.1 Ranking devisa pariwisata terhadap komoditas ekspor lainnya

No Komoditas Devisa (Juta USD)
1 CPO (Minyak dan kelapa sawit) 15,965

2  Pariwisata 13,568

3  Migas 13,105

4 Batu Bara 12,898

5 Pakaian jadi 6,229

Sumber: www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=117&id=1198, 2018

Menurut Maclntosh (1980:8) dalam | Gede dan Ketut (2009:45) pariwisata
adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau
pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses

menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya. Pembangunan
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kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan
pengembangan budaya dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan
kekayaan alam. Pengelolaan potensi pariwisata merupakan upaya memanfaatkan
hingga mendayagunakan potensi pariwisata untuk kepentingan pelestarian
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut | Gede dan Ketut (2009:86)
tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan
dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan

terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Sektor pariwisata memiliki aspek yang tidak hanya berhubungan langsung
dengan kegiatan ekonomi pariwisata semata misalnya perhotelan, restoran,
penyelenggaraan paket wisata dan sebagainya, melainkan berkaitan banyak
dengan aspek ekonomi yang lainnya misalkan, transportasi, telekomunikasi, bisnis
rirel dan berbagai ekonomi rakyat yang lain. Disamping menjadi mesin penggerak
ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi
angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan dimana
saja (footlose). Untuk itu perlu ada formulasi bagaimana mengembangkan daerah
tertentu dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga dapat berperan aktif
dan menarik manfaat dari kegiatan pengembangan kepariwisataan tersebut.
Pengelolaan dan pengembangan wisata dapat menjadi salah satu prioritas
pembangunan daerah maupun negara. Dengan pengelolaan pariwisata yang baik,
suatu negara dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam

jumlah besar.

Saat ini kegiatan wisata merupakan salah satu kebutuhan yang sangat
penting bagi setiap individu sebagai pelepas kepenatan rutinitas kerja yang
semakin meningkat, sehingga pemanfaatan sumber-sumber kekayaan darat dan
laut di Indonesia ke arah pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk
pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sangat menjanjikan. Salah Wahab
(1996:103) berpendapat bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia
memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai
kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan negara dalam
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waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan
industri. Perkembangan sektor wisata selain dapat menghasilkan devisa negara
juga dapat memberikan keuntungan kepada daerah, serta masyarakat yang tinggal

di daerah wisata.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi
Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai pilihan
dan wewenang dalam mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya. Dengan
mengacu pada pedoman dan kebijakan ditingkat yang lebih tinggi, pemerintah
daerah dapat memanfaatkan dan mengelola potensi di masing-masing daerah agar

sesuai dengan konsep pariwisata nasional.

Kabupaten Situbondo sebagai “kabupaten pantai” terdiri dari 17 kecamatan
yang 14 kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan pantai. Letak
geografis Kabupaten Situbondo yang sebagian besar berada di sepanjang jalur
pantura sangat strategis untuk dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata. Dari data
jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013-2015 wisatawan asing maupun domestik
mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wisatawan harus sejalan dengan
pengembangan objek wisata agar dapat memenuhi kebutuhan wisawatan sehingga

wisatawan akan merasa puas.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan wisatawan Kabupaten Situbondo tahun 2013-2015

Wisatawan Jumlah Wisatawan/Tahun (jiwa)
2013 2014 2015
Asing (Mancanegara) 482 718 2.616
Domestik (Nasional) 82.205 118.300 348.892
Capaian Kinerja
Kunjungan Wisatawan 2 8 %

Sumber: Pusat Data Kabupaten Situbondo https://pusda.situbondokab.go.id/8keldata/1/381, 2018

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang
memprioritaskan sektor pariwisata sebagai pembangunan di daerahnya.
Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pariwisata, saat ini giat

melakukan pembangunan sarana dan prasarana wisata untuk mendukung
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terwujudnya program wisata terpadu lintas sektoral. Dalam program tersebut,
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektoral harus dilibatkan
dalam pembangunan kawasan destinasi wisata sehingga Situbondo memiliki
sejumlah destinasi wisata unggulan baru dimasa mendatang. Dengan program
tersebut, objek wisata kabupaten Situbondo dipersiapkan memiliki daya saing
yang lengkap agar menjadi tujuan wisata para pengunjung domestik, regional dan
mancanegara, serta pemerintah kabupaten Situbondo menginginkan agar
pariwisata dapat menjadi alternatif dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu, selain membangun sarana dan prasarana di daerah objek wisata
yang ada di Kabupaten Situbondo, dinas pariwisata juga telah membentuk 16
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mendorong berkembangnya industri
pariwisata dimasing-masing wilayah. 16 kelompok sadar wisata itu terbentuk dan
tersebar di desa yang memiliki potensi wisata, di antaranya Desa \Wonorejo,
Banyuputih, Asembagus, Bantal, Kayumas, Curah Cottok, Mimbaan, Gelung,
Olean, Sumbermalang, Talempong, Kalianget, Besuki, Pasir Putih, Bungatan, dan
Pokdarwis Desa Klatakan. Kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk telah
melakukan pendidikan dan pelatihan kader desa wisata, bahkan para kader desa

wisata dan kepala desa juga telah melakukan studi banding.

Kabupaten Situbondo memiliki beberapa aset wisata alam yang dapat
dijadikan sebagai sarana pariwisata, dan pemerintah Kabupaten Situbondo terus
berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
agar dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten
Situbondo dan dapat meningkatkan PAD serta perekonomian masyarakat.
Berdasarkan realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Situbondo menurut jenis
pendapatannya pada tahun 2016. Pedapatan Asli Daerah dari hasil pariwisata

masih sangat rendah dibandingkan pendapatan lainnya.
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Tabel 1.3 Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo menurut jenis
pendapatan (ribu rupiah) tahun 2016

Jenis Pendapatan Jumlah (Rp.000)
1 | Pendapatan Asli Daerah 173 836 184,93
1.1 | Pajak Daerah 30 080 834,21
1.2 | Retribusi Daerah 13 682 597,70
1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan 4 316450,16
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.4 | Lain-lain PAD yang sah 125 756 302,85
2 | Dana Perimbangan 1171851 135,39
2.1 | Bagi Hasil Pajak 0,00
2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 0,00
2.3 | Dana Alokasi Umum 895 113 268,61
2.4 | Dana Alokasi Khusus 276 737 866,78
3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah 234 895 764,65
3.1 | Pendapatan Hibah 6 709 843,00
3.2 | Dana Darurat 0,00
3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 78 067 243,65
Daerah Lainnya
3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 87 460 278,00
3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 62 658 400,00
Daerah Lainnya
3.6 | Lainnya 0,00
Jumlah 1 580 583 084,97

~Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (www.situbondokab.bps.go.id), 2018

Salah satu keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Situbondo dan tidak
kalah cantik yaitu Destinasi Wisata Tampora. Tampora menjadi salah satu dari 5
destinasi wisata terbaru yang diprioritaskan selain puncak rengganis, kampung
kerapu, kampung blekok, dan besuki heritage. Kawasan Destinasi Wisata
Tampora ini terletak di desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten
Situbondo, kurang lebih 38 km dari arah pusat kota Kabupaten, arah barat atau
lebih tepatnya batas paling barat dari Kabupaten Situbondo yang berbatasan
langsung dengan Kabupaten Probolinggo atau kurang lebih 151 km jarak dari ibu
kota Provinsi. Nama Tampora diambil karena kawasan ini terletak di Bukit
Tampora, kawasan hutan ini adalah Kawasan hutan produksi milik Perum
Perhutani KPH Probolinggo (KPH Probolinggo meliputi: Probolinggo, Lumajang
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dan Sebagian Situbondo). Di Tampora Pengunjung dapat menikmati indahnya
pantai juga dapat merasakan dan menikmati sejuknya suasana hutan, terlebih pada

musim hujan, dimana sepanjang mata memandang hutan tampak menghijau.

Destinasi Wisata Tampora memiliki dua akses jalan yaitu jalur Timur
lewat gang sebelah barat masjid dan yang kedua yaitu jalur Barat melalui
perbukitan dengan pemandangan pepohonan yang berjajar rapi di sepanjang jalan.
Pintu masuk kawasan Destinasi Wisata Tampora yang berada dijalur barat
melewati Bukit Tampora sepanjang hutan heterogen yang terdiri dari pohon jati,
mangrove dan kesambi. Pohon kesambi merupakan sarana perkembangbiakan
Sitlak/Kutu lak sejenis serangga yang di kembangkan di pohon kesambi yang
mana hasil pengembangbiakan Sitlak/Kutu lak digunakan sebagai bahan baku
untuk Plitur, Kosmetik, Pembungkus Kapsul dan lain-lain. Pengembangan
Sitlak/Kutu lak hanya ada di tiga tempat di dunia, di Tampora, Nusa Tenggara
Timur dan India, hal ini tentunya tidak hanya bernilai ekonomis tetapi dari sisi
pengembangan kepariwisataan termasuk daya tarik wisata karena ini menyimpan
otentisitas dan keunikan. Disamping itu, sisi lain Gunung/ Bukit Tampora
memiliki nilai histori dan Religius dengan adanya Petilasan (Masyarakat di sana
menyebut Astah) Syech Maulana Ishak.

Hal yang juga menjadi daya tarik pada Destinasi Wisata Tampora yaitu
Pantai Putih Tampora dengan keindahan pantai yang tidak diragukan lagi. Kondisi
geografisnya yang stabil, menjadikan keelokan kawasan wisata dapat dinikmati
dalam cuaca apa pun, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan.
Pantai ini memiliki panorama alam yang indah. Pada saat menjelang pagi maupun
sore, Pantai Tampora memberikan kelebihan lainnya, yaitu adanya sunrise atau
sunset yang sangat indah dengan langit yang berwarna merah dan laut yang
membiaskan warna merah dari sinar matahari sore. Hewan laut di pantai ini masih
beragam seperti teripang, bintang laut, landak laut, kepiting, ikan-ikan kecil, dan

berbagai jenis kerang yang melimpah.
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Keunikan lain dari Destinasi Wisata Tampora ini yaitu juga menawarkan
wisata religi. Tampora menjadi salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan rutin
masyarakat Situbondo yaitu kegiatan Terak Mancorong. Terak Mancorong
merupakan kegiatan dzikir dan bersholawat bersama yang dilakukan oleh para
ulama beserta masyarakat pada setiap malam bulan purnama. Kegiatan Terak
Mancorong ini juga menjadi daya tarik para wisawatan untuk mengunjungi

Destinasi Wisata Tampora.

Untuk dapat menikmati wisata Pantai Tampora, pengunjung dikenakan
biaya tiket masuk sebesar Rp 5000;00 per orang dan sudah termasuk biaya parkir
untuk satu kendaraan. Menurut pengelola, pantai ini didatangi pengunjung kurang
lebih 20-50 pengunjung/minggu sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional jumlah pengunjung bisa mencapai 100-150 pengunjung. Oleh
karena itu, dengan terus melakukan pengembangan diberbagai sektor akan dapat
menumbuhkan daya tarik wisatawan pada Destinasi Wisata Tampora.

Selama ini, Destinasi Wisata Tampora dikelola oleh Perum Perhutani KPH
Probolinggo bersama LMDH berdasarkan kerjasama atau kesepakatan yang
dibuat antara Perhutani KPH Probolinggo bersama LMDH yang tertuang dalam
Keputusan No. 13/ PHBM-BINLING/ PROB/2009, di mana dalam keputusan
tersebut LMDH Wira Brata diberi kewenangan untuk mengelola Hutan yang
berada di daerah BKPH Taman, salah satunya ialah pengelolaan atas Destinasi
Wisata Tampora. Hal ini terkait dengan pola yang di pakai oleh Perum perhutani
di mana dalam pengeloaan hutan harus melibatkan masyarakat atau lebih dikenal
dengan PHBM (Pengeloaan Hutan Bersama Masyarakat) sehingga di sekitar
hutan yang dekat dengan penduduk dibentuklah LMDH-LMDH sesuai dengan
keputusan Direktur Utama Perum Perhutani.

Destinasi wisata alam yang memanfaatkan keindahan sumber daya alam
sebagai produk andalan wisata alam sangat tergantung pada pengelolaannya.
Menurut Fandeli (1995:49), pengelolaan sumberdaya wisata tidak hanya

memanfaatkan sumberdaya tersebut, tetapi perlu upaya keterpaduan dalam
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penataan terhadap lingkungan disekitarnya, pemeliharaan keberadaan dan
keindahan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap keindahan yang
dimiliki oleh sumberdaya tersebut. Sumberdaya alam yang beranekaragam dari
aspek fisik dan hayati serta kekayaan budaya merupakan potensi yang dapat
dikelola untuk pariwisata. Perencanaan pariwisata bukan sistem yang berdiri
sendiri, melainkan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain.

Dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang terdapat di
Kabupaten Situbondo, setiap destinasi wisata diserahkan dan menjadi tanggung
jawab OPD tertentu, seperti puncak rengganis menjadi tanggung jawab Dinas
PUPR, Kampung Kerapu dibawah pengawasan Dinas Perikanan, Kampung
Blekok dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, Besuki Heritage, dan
Pantai Tampora oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Destinasi Wiisata
Tampora yang berada dikawasan hutan lindung milik perhutani lebih dominan
dikelola oleh pihak perhutani bersama masyarakat (LMDH) setempat. Hal
tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan
kolaborasi dengan pihak perhutani beserta masyarakat dalam pengembangan
Destinasi Wisata Tampora.

Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang
memprioritaskan sektor wisata sebagai pembangunan di daerahnya. Destinasi
Wisata Kabupaten Situbondo dipersiapkan memiliki daya saing yang lengkap agar
menjadi tujuan wisata para pengunjung domestik, regional dan mancanegara dan
pariwisata juga dijadikan sebagai alternatif dalam rangka mensejahterakan
masyarakat. Destinasi Wisata Tampora merupakan salah satu destinasi wisata
yang dimiliki Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan hutan produksi milik
Perum Perhutani KPH Probolinggo. Selama ini Destinasi Wisata Tampora
dikelola oleh Perum Perhutani bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa
Hutan). Sebagai BUMN, Perum Perhutani memiliki tujuan yang tidak jauh
berbeda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yaitu peningkatan
pendapatan dan kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat. Selain memiliki
tujuan yang tidak jauh berbeda, keduanya memiliki kendala yaitu, perum

perhutani sebagai pemilik kawasan Destinasi Wisata Tampora tidak memiliki
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dana atau biaya untuk melakukan pengembangan Wisata Tampora, sedangkan
Pemerintah Daerah memiliki dana atau biaya untuk melakukan pembangunan
sarana prasarana wisata namun tidak memiliki kawasan wisata. Oleh karena itu,
untuk mencapai tujuan dari keduanya maka Perhutani dan Pemerintah Daerah
melalui Dinas Pariwisata melakukan kolaborasi dalam rangka pengembangan

Destinasi Wisata Tampora.

Pengembangan Destinasi Wisata Tampora merupakan program yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2017. Pada
APBD Tahun Anggaran 2017, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo telah
menganggarkan dana sebesar 1 Miliyar rupiah untuk pengembangan Destinasi
Wisata Tampora. Pengembangan Destinasi Wisata Tampora meliputi kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang didalamnya yaitu
membangun musholla dan tempat wudhu, tandon air, pendopo, food courd, toilet
dan tempat bilas. Perhutani dan Pemeritah Kabupaten Situbondo memiliki
kepentingan dan tanggung jawab yang tidak jauh berbeda, Kabupaten Situbondo
memiliki kepentingan dan tanggung jawab di bidang Administratif Pemerintahan
karena Tampora berada di wilayah Desa Kalianget di mana Desa Kalianget
merupakan kepanjangtangan dari Kabupaten Situbondo sedangkan Perum
Perhutani Khususnya KPH Probolinggo merupakan penanggung jawab
pengeloalaan dan pemanfatan Sumber Daya Alam (SDA) dibidang kehutanan di

Tampora.

Pengembangan Destinasi Wisata Tampora telah dilakukan oleh beberapa
pihak diataranya, perhutani sebagai pemiliki lahan, POMI sebagai Corporate
Social Responsibility (CSR), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta
masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Perhutani sebagai pemilik lahan
Destinasi Wisata Tampora beserta masyarakat sekitar Tampora telah melakukan
banyak hal sejak awal merintis Wisata Tampora hingga saat ini, beberapa hal yang
telah dilakukan yaitu mulai membabat hutan untuk membuat jalan setapak menuju
pantai, membuat tempat bilas untuk pengujung yang berenang, membuat kursi-
kursi kayu yang ditempelkan pada pohon, serta mengelola penghasilan dari tiket
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masuk dan dijadikan sebagai income perhutani. Hal tersebut dilakukan seadanya,
dengan biaya yang terbatas. Setelah itu, POMI sebagai CSR menyalurkan bantuan
berupa dana yang kemudian dipergunakan untuk memperbaiki jalan, membuat

papan-papan tulisan yang bertujuan menambah keindahan dan daya tarik wisata.

Secara umum, Kkolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama
antarindividu, individu dengan organisasi atau antarorganisasi dalam rangka
menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai.
Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan
konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai
menemukan kata sepakat. Kolaborasi merupakan strategi dalam pelaksanaan
governance dalam pengambilan dan implementasi kebijakan yang mengutamkan
konsensus dari multiple stakeholder yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta
dan masyarakat. Artinya dalam mengelola objek wisata alam, pemerintah daerah
melibatkan kedua domain good governance yaitu sektor swasta (market) dan
masyarakat sipil. Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora
merupakan salah satu wujud konsep governance, dimana terdapat dua pilar utama
yaitu pemerintah dan masyarakat (civil society) yang berkolaborasi dalam
melakukan upaya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Morse dan
Stephens (2012:566) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan pendukung
pelaksanaan governnace yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari
berbagai aktor sosial (stakeholder) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga
melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif
atau kerjasama. Morse and Stephens (2012:567) juga menjelaskan terdapat
sejumlah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan colaborative governance antara lain

tahap assesment, initiation, deliberation dan implementation.

Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan berdasarkan
pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada hari
kamis, 2 Agustus 2018 di Kantor Bupati Situbondo. Dalam perjajian tersebut telah
disepati beberapa hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan Destinasi Wisata
Tampora selain itu pembagian tugas, hak dan kewajiban serta pembagian hasil
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juga telah disepakati, hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan assesment,
initiation dan deliberation dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata
Tampora telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan colaborative governance.
Tahapan selanjutnya yang juga penting untuk dilakukan vyaitu tahap
implementation. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi pengembangan Destinasi
Wisata Tampora sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah disepakati,
pelaksaan hak dan kewajiban masing-masing stakeholder belum dilaksanakan
sepenuhnya. Misalnya pada pengelolaan tiket bersama masih belum terlaksana
hingga saat ini karena hasil penjualan tiket masih menjadi pendapatan perhutani,
selain itu pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan serta kegiatan
monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan baik. Terlepas dari hal tersebut
upaya pengembangan Destinasi Wisata Tampora tetap berjalan dan menghasilkan

beberapa perubahan baik.

Berawal dari latar belakang mengenai beragam potensi yang dimiliki
Desninasi Wisata Tampora yang patut untuk dikembangkan, alasan diperlukannya
kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, serta menariknya
kolaborasi Dinas Pariwisata dan perhutani, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi

Wisata Tampora.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2008:29), masalah diartikan sebagai penyimpangan antara
yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan
praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana.
Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah
penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi (Sugiyono).
Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan dipadukan dengan latar belakang
penelitian maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan
kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan
penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono,
2008:305). Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan
tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan
masalah yang telah disampaikan sebelumnya vyaitu mendeskripsikan serta
menganalisis pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Destinasi Wisata

Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
1.4 Manfaat Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:21)
menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang
akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun
masyarakat luas. Berdasarkan definisi manfaat penelitian diatas, manfaat
penelitian ini yaitu, pertama, bagi penulis penelitian ini dapat menambah ilmu
pengetahuan khususnya tentang pengelolaan pariwisata daerah. Kedua, bagi
pemerintah manfaat yang diharapkan yaitu pemerintah dapat dijadikan sebagai
informasi atau masukan yang positif dalam pengelolaan aset wisata yang terdapat
di daerahnya. Ketiga, bagi dunia akademis diharapkan penelitian ini dapat
memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengembangan organisasi dan

pengelolaan aset wisata, khususnya untuk program studi Administrasi Negara.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-pustaka
yang terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu
tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan
penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu harus
tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula

yang seiring dan berkaitan (collateral).

Tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta
penelitian (Wardiyanta, 2006:90). Pembangunan teori, konsep, penelitian
terdahulu dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat
penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang tergabung dari teori-teori terkait
masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah
permasalahan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinajuan
pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang
relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan
identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-
konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka
konseptual peneliti  dalam membangun konsep-konsep yang mendasari

penelitiannya.

Konsep dasar adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang
dirumuskan dalam generalisasi dalam sejumlah karakteristik peristiwa atau
keadaan fenomena sosial tertentu (Silalahi, 2012:112). Konsep dasar dalam
penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Secara
umum konsep dasar dapat diartikan sebagai gambaran menegenai fenomena yang

terjadi yang dirumuskan dalam sejumlah karakteristik tertentu.

Penelitian ini memiliki konsep dasar yang dibangun atas beberapa teori
mengenai fenomena sosial terkait bagaimana pelaksanaan program optimalisasi

pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Tampora meliputi:

1. Governance
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2. Kolaborasi
3. Stakeholder

4. Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.1 Governance

Meuthia Genie dan Rahman (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:2)
governance merupakan suatu usaha kolektif antara negara dan sektor non
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Sedangkan
menurut Osborn dan Gaebler (dalam Rosidi Fajriani 2013:2) governance adalah
sebuah proses pemecahan masalah bersama dan pemenuhan kebutuhan
masayarakat. Governance (pemerintahan) berbeda dengan goverment
(pemerintah), secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah (government)
adalah sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola
pemerintahan (governance). Contoh pemerintah yaitu, Kepala desa, bupati, dan
presiden. Sedangkan tata kelola/pemerintahan (governance) adalah rangkaian
proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu untuk

mencapai tujuan.

Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain

yaitu :

=

Negara atau Pemerintah (state)

no

Sektor swasta atau dunia usaha (private sector)

w

Masyarakat (society)

Secara fungsional, governance harus dilihat apakah pemerintah telah
melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Bank Dunia dalam Rahardjo (2011:21) mendefinisikan
bahwa “the way state power is used in managing economic and sosial resources
for development of society” (cara kewenangan pemerintah digunakan dalam
mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.
Sedangkan UNDP dalam Rahardjo (2011:22) mendefinisikan governance sebagai

“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a
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nation’s affair at all level” (penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan
administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat).
Berdasarkan kedua definisi tersebut, governance memiliki tiga penyangga, yaitu
economic, politic, dan administrative. Economic Governance meliputi proses
pembuatan keputusan (decision making process) yang memfasilitasi aktifitas
ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic
Governance memiliki implikasi untuk mewujudkan keadilan, mengentaskan
kemiskinan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik). Political
governance adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan.
Sedangkan Administrative Governance adalah sistem administrasi proses

kebijakan.

Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama,
nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-
aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut,
good governance berorientasi pada, yaitu (1) orientasi ideal negara yang
diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, (2) pemerintahan yang berfungsi
secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai

tujuan nasional.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada
proses  pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai
oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan
pemerintahaan dalam suatu negara. Kunci utama memahami good governance
adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Menurut Wibowo dkk
(2002) terdapat 9 prinsip good governance vyaitu:

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)
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Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)
Transparansi (Transparency)

Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha (responsivitas)
Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Kesetaraan (Equity)

Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Akuntabilitas (Accountability)

© © N o g bk~ N

Visi Strategis (Strategic Vision)

Governance merupakan bentuk reformasi goverment atau administrasi publik
tradisional yang semula hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang sangat
hirarki, lambat, syarat akan aturan terikat, kurang efektif serta kurang tanggap
menjadi pelaksana administrasi publik yang pelaksanaannya lebih bebas dari
aturan terikat, lebih kreatif, lebih siap mengambil resiko dan tanggap terhadap
kepentingan publik dengan melibatkan usaha kolektif dari berbagai bentuk
lembaga atau stakeholder yang terdiri dari pemerintah, masyarakat maupun

lembaga nonpemerintah.

Dalam perspektif good governance, pengelolaan obyek wisata alam
dilakukan dengan cara kolaborasi dan kerjasama sinergis oleh ketiga domain
paradigma good governance, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta dan
masyarakat. Pada setiap ranah governance, terdapat peran-peran yang berbeda
namun mempunyai fungsi yang komplementer dengan ranah yang lainnya dalam
membentuk sebuah sistem governance (Wibowo dkk. 2002). Adapun prinsip-
prinsip juga menjadi karakteristik good govenance yaitu : partisipasi, kepastian
hukum, transparansi, responsivitas, orientsi pada konsensus, equity, efektivitas

dan efisiensi, akuntabilitas, profesionalisme (Wibowo dkk, 2002).

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumberdaya
alam Daerah (Pasal 366 ayat 1). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat, Daerah mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan
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efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Pasal 363
ayat 1). Berdasarkan Pasal 366 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset untuk peningkatan nilai
tambah yang memberikan pendapatan daerah. Pasal-pasal tersebut,menunjukkan
bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kepastian hukum kepada
pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dan kerjasama pengelolaan obyek

wisata alam dengan pihak masyarakat dan sektor swasta.

2.2 Kolaborasi
Morse dan Stephen (2012:566) menyatakan bahwa:

“collaborative governance is this an umbrella term that
encompasses various interweaving strands of public administration
scholarship including intergovernmental and interagency
collaboration, regionalism, cross-sector partnerships, publik
service networks (or simply network studies). Consensus building,
and publik engagement”.

Berdasarkan pendapat tersebut, tata kelola kolaboratif (collaborative
governance) merupakan istilah umum yang mencakup berbagai untaian jalinan
keilmuan administrasi publik termasuk kolaborasi antarpemerintah, antarlembaga,
kedaerahan, kerja sama lintas sektor, jaringan pelayan publik, pembangunan
konsensus dan keterlibatan publik. Sedangkan Ansell dan Gash (2007:545)

menjelaskan collaborative governance sebagai berikut:

“A governing arrangement where one or more publik agencies
directly engage non-state stakeholder in a collective decision
making process that is formal. Consencuc-oriented, and
deliberative and that aims to make or implement public policy or
manage public programs are assets”’
Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan
aransemen pengaturan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu lembaga
publik bersama stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan

secara formal, berorientasi konsensus dan deliberatif. Kolaborasi ini dilaksanakan
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dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau

mengelola aset atau program publik.

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama
antarindividu, individu dengan organisasi atau antarorganisasi dalam rangka
menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai.
Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan
konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai
menemukan Kkata sepakat. Dalam praktik administrasi publik kolaborasi
merupakan strategi baru dalam pelaksanaan governance untuk melaksanakan
pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari
multiple stakeholder yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat
dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik atau mengelola program
publik.

Ansel dan Gash (2007:544) mengemukakan definisi tentang collaborative
governance yang menekankan pada enam Kriteria penting yaitu:
1. forum ini diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik atau instansi
2. peserta dalam forum ini termasuk aktor non-pemerintah
3. peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya
berkonsultasi dengan lembaga-lembaga publik
4. forum secara resmi terorganisir dan memenuhi unsur-unsur kolektif
5. forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika
konsensus tidak dicapai dalam prakteknya)

6. fokus kerja sama adalah kebijakan publik atau manajemen publik.

Terdapat beberapa tahapan dalam kolaborasi. Berikut adalah tahapan

pelaksanaan collaborative governance menurut Morse dan Stephens (2012:567):
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Tabel 2.1 Tahapan pelaksanaan collaborative governance menurut Morse dan

Stephens
Assesment Intiation Deliberation Implementation
Is collaborating | How are frame the How to develop Who will do that?
necessary? issue? effective working
group?
Are How to engage What group rules? How to broaden
precondition in stakeholder? support?
place?
Who are the Who/what else is How to invent What kind of
stakeholder? needed? options and dicide ? governance
structure?
Who might fill What kind of How to facilitate How to monitor
key roles process? manual learning? progress?
(sponsor
convener and
facilitator?

Sumber: Teaching collaborative governance: Phases, Competencies, and Case
Based Learning. Journal of Public Affairs Education. 37(1):71-102.(2012)
Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah penafsiaran (assesment).
Tahap ini membahas tentang kondisi awal yang mempengaruhi apakah kolaborasi
diperlukan dan memungkinkan atau tidak. Tahap ini dapat diartikan sebagai tahap
penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan
atau tidak untuk dilaksanakan. Tahapan penilaian meliputi beberapa kegiatan

yaitu:

a. memahami faktor-faktor kontekstual misalnya sejarah, kerjasama dan
insentif kelembagaan atau kendala kerjasama (Ansell dan Gash,
2008:Bryson et al., 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

b. identifikasi stakeholder (chrisslip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke,
1998 dalam Morse dan Stephens(2012:568))

c. kesepakatan untuk mengenali masalah atau tujuan bersama yang hendak
dicapai (Bryson et al, 2006: Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan
Stephens (2012:568))
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d. komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif (Linden, 2010 dalam Morse
dan Stephens (2012:568))

e. identifikasi peran kunci yang termasuk konvener, sponsor serta identifikasi
sumber daya (Carson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Bryson et al,
2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Dalam rangka mengidentifikasi tahapan penelitian apakah kolaborasi dibutuhkan

dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak.

Tahapan selanjutnya adalah inisiasi, tahapan ini mencakup kegiatan rapat
stakeholder, membangun kelompok kerja dan proses desain (Carlson, 2007
Chrislip,2002; Gray, 1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)).
Berbeda dengan tahapan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada
kegiatan analisis kemampuan, tahapan inisiasi lebih menekankan pada soft skill
penyelenggaraan kerjasama, membangun Kkerjasama dan membentuk tim
(alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

Setelah melalui tahap inisiasi, tahap selanjutnya yaitu tahap musyawarah
(deliberation). Tahap ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar (Gray,
1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012;568)). Kegiatan selanjutnaya
adalah mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses belajar
bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan (Carlson,
2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)). Pada
akhirnya tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif (Carison, 2007;
Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)).

Setelah melakukan musyawarah dan mencapai suatu kesepakatan, tahapan
selanjutnya adalah implementasi dan merupakan tahapan akhir dalam membangun
kolaborasi governance yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:

a. merancang struktur governance (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al,
2006; Gray, 1998; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569));
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b. Membangun dukungan konstituen (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden,
2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569))

c. Memantau perjanjian, evaluasi hasil dan mengelola kerjasama (Chrislip,
2002; Gray, 1998; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens
(2012:569)).

Tahapan implementasi inilah yang menentukan apakah kolaborasi tersebut
dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya katika dalam proses kerja sama
terjadi suatu permasalahan. Dari pengertian mengenai tahapan-tahapan kolaborasi,
dalam penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti tahapan implementasi dalam
kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Perhutani beserta masyarakat dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahap-tahap kolaborasi dalam teori

collaborative Governance oleh Morse dan Stephens (1998).

Urgensitas dan relevansi kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan
obyek wisata alam, karena perencanaan, pengembangan dan pemasaran suatu
destinasi memerlukan kerjasama erat dari pejabat pemerintah, perencana fisik,
arsitektur, analis finansial, investor, juga bisa memerlukan bantuan dari pakar
ekonomi, sosiologi, purbakala dan banyak profesional lain (Hadinoto, 1996).
Definisi kerjasama menurut Patterson (dalam Warsono,2009), sebagai “an
arrangement beteen two or more governments for accomplishing common goals,
providing a service or solving a mutual problem”. Merujuk pada definisi tersebut,
kerja sama menunjukkan adanya kepentingan bersama (pihak-pihak yang terikat
kerjasama) untuk memberikan pelayanan kepariwisataan atau memecahkan
masalah obyek wisata alam secara bersama-sama.. Obyek wisata alam yang

dikelola bersama melalui kerjasama bisa taman wisata atau wisata pantai.

Kolaborasi merupakan proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang
melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus,
kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi (Sarundajang, 2005

b). Kolaborasi merupakan strategi pelaksanaan governance dalam pengambilan
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dan implementasi kebijakan yang mengutamakan konsensus dari multiple
stakeholder yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Artinya
dalam mengelola obyek wisata alam, pemerintah daerah melibatkan kedua domain
good governance yaitu sektor swasta (market) dan masyarakat sipil. Secara
konseptual, desentralisasi sebagai demokratisasi yang dapat menjamin partisipasi
masyarakat lokal sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif (Ramses,
2002). Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi
(Rauf, 2002).

Kolaborasi dan kerjasama dalam mengelola obyek wisata alam, esensinya
adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam
secara kreatif dan partisipatif, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan
obyek wisata alam yang kompetitif untuk memenuhi apa yang dibutuhkan,
diinginkan dan diharapkan oleh wisatawan. Dalam rangka memberikan pelayanan
wisata yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (custumer satisfaction), maka
pengelola harus mengenali karakteristik wisatawan domestik maupun manca

negara.

2.2.1 Kolaborasi dan Kejasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu

Kebutuhan Wisatawan

Dalam perspektif otonomi daerah, pengelolaan obyek wisata alam yang
kreatif dan inovatif adalah ciri pemerintah daerah yang berjiwa Wirausaha
(Osborne dan Gaebler (2002), sedangankan pengelolaan obyek wisata alam
bertumpu pada partisipasi dan akuntabilitas adalah ciri dari paradigma Good
Governance (UNDP 1997). Dalam perspektif good governance sebagai pengelola
obyek wista alam adalah pihak-pihak yang secara terintegrasi dan sinergis dari
ketiga domain utama good governance yaitu Pemeritah Daerah (the state), Sektor

Swasta (Market) dan Masyarakat Sipil (Civil Society).

Konsep governance yang melibatkan stakeholder-stakeholder dari dunia
usaha yang direpresentasikan oleh institui bisnis, civil society yang

direpresentasikan berbagai bentuk organisasi-organisasi civil society, dan negara
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yang direpresentasikan pemerintah, menghendaki kesediaan sakeholder tersebut,
untuk mengaplikasikan nilai-nilai governance dalam diri mereka, dan inilah yang
dinamakan sebagai good governance (Wibowo dkk, 2002). Kolaborasi dan
kerjasama dalam konteks good governance pada hakekatnya merupakan bentuk
partisipasi. Karena praktik governance oleh pemerintah bisa diasumsikan telah
dilakukan secara baik apabila dalam penyelengaraan pemerintahan selalu
melibatkan stakeholder dalam setiap pengembilan keputusan yang berkaitan
dengan urusan publik (Wibowo dkk. 2002).

Merujuk pada pernyataan tersebut, kolaborasi (aktivitas bersama)
berkaitan dengan pembuatan keputusan bersama (joint decision making) atau
berkait dengan pembagian kontrol atas keputusan yang dibuat dalam pengelolaan
obyek wisata alam yang dikelolanya. Kolaborasi esensinya adalah wujud
pelibatan aktor eksternal, misalnya dalam penyelesaian masalah, desain kebijakan,
monitoring, evaluasi pengelolaan obyek wisata alam. Kerjasama dilakukan adanya
kepentingan bersama yang mendorong stakeholder memberikan pelayanan
bersama atau memecahkan masalah obyek wisata alam secara bersama-sama.
Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain good governance
dilakukan dalam pengaturan bersama (joint) tentang wisata pantai misalnya.
Karena itu aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program-program
resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya

ditanggung bersama.

Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain good
governance dilakukan dalam pengaturan bersama (joint) tentang wisata pantai
misalnya. Karena itu aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam
program-program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan
risikonya ditanggung bersama. Kaitannya dengan pengelolaan obyek wisata alam
bertumpu pada wisatawan sebagaimana dikatakan oleh, Soekadijo (2000), yang
mengatakan bahwa untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah

harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.
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Pendapat tersebut sejalan dengan Joyosuharto (1997) yang mengatakan
bahwa pembangunan kepariwistaan perlu memperhatikan tuntutan kebutuhan
(demand) wisatawan, tetapi tidak perlu brorientasi pasar semata.Terkait kebutuhan
berwisata diantaranya adalah kebutuhan aktual atau effective demand berupa
berapa wisatawan yang berwisata ketempat tujuan wisata yang pada saat ini yang
menggunakan fasilitas dan membutuhkan pelayanan ditempat tersebut (Fandeli,
1997). Jika dikaitkan kolaborasi dan kerjasama stakeholdrs dalam pengelolaan
obyek wisata alam, dengan kebutuhan dan harapan wisatawan, substansinya
adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalitas
pengelolaan, dan menjadikan wisata alam menjadi produk andalan dan unggulan

daerah.

Dalam perspektif pelayanan wisata, pendapat Soekadijo (2000), dan
Joyosuharto (1997) serta pernyataan Fandeli (1997) menunjukkan bahwa
pelayanan wisata alam adalah bertumpu pelanggan yaitu wisatawan. Pernyataan
tersebut, mengandung arti menempatkan wisatawan sebagai yang pertama
(putting customers first) dengan melakukan giving customers a voice and choice
(memberikan  peluang kepada pelanggan menyuarakan dan memilih
kebutuhannya). Mengutamakan pelanggan dalam perspektif ~ Reinventing
Government adalah lebih mendahulukan kebutuhan masyarakat bukan birokrasi
itu sendiri atau meeting the needs of cutomer, not bureaucracy (Osborne &
Gaebler, 1995). Implikasinya adalah  penyelenggara layanan wisata alam,
memposisikan wisatawan sebagai valuable customer dengan berpengangan pada
semboyan customer is a king yang sudah lama menjadi nilai yang sangat dipegang
oleh organisasi bisnis (Purwanto, 2009). Aplikasinya good governance menuntut
pengelola obyek wisata alam yang profesional, responsif, partisipatif, demokratis,
efisien, transparan dan akuntabel lebih dari itu adalah menempatkan kepentingan

wisatawan sebagai unsur paling penting.

Pada dasarnya pelanggan adalah pemilik dari pelayanan. Tanpa pelanggan
tidak akan pernah ada pelayanan” (Supriyanto & Sugiyanti, 2001). Pelanggan oleh
Yamit (2002) diartikan “orang yang membeli dan menggunakan produk”.
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Pelayanan bertumpu pada pelanggan menyebabkan kualitas pelayanan publik
dipandang, ditentukan dan berdasarkan penilaian pihak penerima/pengguna yakni
wisatawan. Interaksi aktif antara pemberi (pengelola obyek wisata alam) dan
penerima layanan (wisatawan) merupakan bagian penting dari proses
membangun partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui kolaborasi dan kerjasama
sinergis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat,
meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam yang disediakan oleh pengelola
obyek wisata alam, dan meningkatkan profesionalitas pengelola dalam mengelola
obyek wisata alam sesuai kebutuhan dan harapan wisatawan, sekaligus wujud
akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, pengelola obyek wisata alam dituntut
mampu memaksimalkan kepuasan stakeholders. Terkait dengan kepuasan, Rust
dan Oliver (dalam Rudiyanto, 2013) menyatakan bahwa kepuasan mencerminkan
derajat kepercayaan pelanggan, pegalaman pelanggan akan membangkitkan

perasaan positif.

Kesepakatan melalui konsensus bukan sebatas pada penyusunan
perencanaan strategis, tetapi juga pada pengorganissian, pelaksnaan, anggaran
biaya, pengawsan hingga evaluasinya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yag
dihasilkan, hendaklah merupakan hasil keepakatan/konsensus dari stakeholder-
stakeholder yang akan menerima dampak baik secara langsung atau tidak lansung
dari kebijakan tersebut. Mengapa konsensus, karena good governance menjadi
perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas (Wibowo dkk. 2002).

2.3 Stakeholder

Menurut Freeman (1983:91), stakeholder atau pemangku kepentigan dapat
didefinisikan menjadi dua definisi yaitu, definisi stakeholder secara luas dan

definisi stakeholder secara sempit.

Definisi stakeholder secara luas, yaitu sekelompok orang atau individu
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapai tujuan organisasi.
Stakeholder dalam makna luas ini meliputi kelompok kepentingan publik,
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kelompok penentang, serikat kerja, pekerja, segmen pelanggan, shareowners dan
stakeholder lain dalam arti luas.

Sedangkan stakeholder dalam arti sempit adalah sekelompok orang atau
individu dalam organisasi yang tidak mandiri untuk melanjutkan kelangsungan
hidupnya. Stakeholder dalam arti sempit ini meliputi pekerja, segmen pelanggan,
beberapa institusi keuangan dan mereka yang dapat masuk sebagai stakeholder

dalam arti sempit.

Menurut Grunig dan Hunt dalam Rawlins (2006:4) terdapat empat model
hubungan yang dapat mengidentifikasi kerja sama stakeholder yang sesuai dengan
literatur kerja sama publik yaitu hubungan enabling, hubungan fungsional,
hubungan normatif dan hubungan campuran. Berikut ini merupakan pembahasan
terkait empat model hubungan kerja sama stakeholder menurut Grunig dan Hunts.
a. Hubungan enabling

Mengidentifikasi stakeholder sebagai sekelompok orang atau individu
yang memiliki beberapa kontrol atau otoritas organisasi, seperti pemegang saham,
kongers, badan legislatif dan regulator pemerintah serta dewan direksi,
Stakeholder ini memungkinkan organisasi memiliki sumber daya dan otonomi
untuk beroperasi. Ketika terjadi kemungkinan kerja sama terputus, sumber daya
dapat ditarik dan otonomi organisasi dapat dibatasi.

b. Hubungan fungsional

Mengidentifikasi stakeholder sebagai fungsi pokok organisasi dan dibagi
menjadi fungsi input, yaitu penyediaan tenaga kerja dan sumber daya untuk
menghasilkan barang atau jasa (seperti pekerja dan supplier) dan fungsi output,
yaitu konsumsi barang dan jasa (yang meliputi konsumen, distributor, dan
retailers)

c. Hubungan normatif

Mengidentifikasi stakeholder sebagai asosiasi atau kelompok yang dengan
organisasi memiliki kepentingan bersama. Stakeholder dalam hubungan normatif
berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah, dan sering mencakup pesaing yang

terlibat pada industri atau asosiasi profesional.
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d. Hubungan campuran

Mengidentifikasi stakeholder sebagai sekelompok orang atau individu
yang tidak memiliki interaksi yang sering dengan organisasi, tetapi menjadi
terlibat dalam aksi organisasi. Stakeholder yang dimaksud dalam hubungan
campuran inisering muncul dalam situasi krisis. Yang termasuk dalam hubungan
ini adalah media, komunitas, aktivis, LSM dan sekelompok kepentingan spesial
lainnya.

Suatu wilayah yang menyelenggarakan kegiatan  pengelolaan
kepariwisataan, tidak terlepas dari peran-peran konstribusi stakeholder. Menurut
undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat tiga
komponen pelaku usaha dan stakeholder pengelolaan kepariwisataan di Indonesia
yaitu:

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Adapun peran dan fungsi pemerintah dalam proses pengelolaan destinasi
pariwisata adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berfungsi membuat regulasi pengelolaan kepariwisataan
dalam bidang pengelolaan destinasi pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam
program promosi dan pemasaran penglolaan Destinasi Pariwisata Nasional
(DPN).

b. Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah daerah provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas
pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi
serta mengelola destinasi pariwisata provinsi sesuai peraturan daerah masing-
masing provinsi tentang rencana pembangunan Pariwisata Provinsi sesuai dengan
amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

Pemerintah Daerah kabupaten atau Kota mempunyai peran utama untuk
bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain (sektor pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat) untuk menyusun Peraturan Pariwisata Daerah Kabupaten

atau Kota tentang rancana induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten atau
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Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

2. Dunia Usaha

Dunia Usaha merupakan pihak swasta dalam perspektif governance,
memiliki andil sebagai penanam modal ataupun pelaku usaha yang bergerak
dibidang penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan atau pasar
wisata. Semua yang dilakukan oleh dunia usaha adalah dalam rangka memperoleh
keuntungan atau nilai tambah atau usahanya di bidang kepariwisataan tersebut.
Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terdapat dua lemabga dunia
usaha (swasta) yang menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata. Dua lembaga tersebut meliputi:
a. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan Promosi
Pariwisata Daerah (BPPD).
b. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang anggotanya meliputi:
Pengusaha Pariwisata
Asosiasi usaha pariwisata
Asosiasi Profesi

Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata

S A

Masyarakat Pariwisata
8) Masyarakat (sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan
dan sebagai tuan rumah)

Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha
pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha
pariwisata, tenaga kerja maupun tuan rumah dalam penyelenggaran kegiatan
pariwisata di lingkup destinasi pariwisata setempat. Menurut Sunaryo (2013:119)
masyarakat memandang kegiatan kepariwisataan sebagai peluang untuk
mendapatkan nilai tambah dibidang ekonomi maupun dibidang lain seperti
kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan, dan kualitas lingkungan semakin
baik. Sunaryo (2013:119) berpendapat bahwa perlu adanya hubungan sinergis dan

symbolic mutualistic dari segenap stakeholder yaitu pemerintah daerah, dunia
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usaha dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan di
suatu destinasi pariwisata.

2.4 Pengembangan Destinasi Wisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 1
ayat (3) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan
wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Yoeti (1996:109)
menyebutkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan
dalam sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain
dengan maksud bukan sepenuhnya untuk bekerja atau mencari keuntungan di
tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati perjalanan tersebut guna
berlibur atau berekreasi untuk menyegarkan pikiran. Sedangkan menurut Salah
Wahab (1982:20), pariwisata merupakan suatu industri baru yang mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan Kkerja, peningkatan
penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.
Selanjutnya sebagai sektor yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-
industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan

transportasi.

Berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia. Clawson
dan Knech (1969) menyatakan bahwa berwisata merupakan suatu kegiatan untuk
memperoleh sesuatu yang diinginkan baik ditinjau dari segi psikologis maupun
fisik. Sedang Brockman (1959) mendefinisikan berwisata adalah bentuk
penggunaan waktu senggang secara menyenangkan. Merujuk pada ketiga ahli
tersebut, dapat dipahami bahwa wisatawan datang pada suatu tempat wisata
sangat ditentukan motivasi dan keinginan (Fandeli, 1995). Pengambilan keputusan
wisatawan berangkat untuk berwisata, menurut Fandeli (1995), berkaitan dengan
lima tahapan yaitu : (1) keinginan berwisata, faktor ini berkaitan dengan alasan
untuk berwisata; (2) evaluasai terhadap banyaknya informasi yang mendorong
wisatawan (potetial tourist); (3) keputusan berwisata; (4) persiapan untuk

melakukan perjalanan; (5) penilaian terhadap perjalanan berwisata.
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Ada dua faktor penting yang menentukan kepergian kemacetan untuk
berwisata yaitu : (1) faktor pendorong, yang mendorong seseorang berwisata
adalah ingin terlepas dari kehidupan yang routine setiap hari, lingkungan yang
tercemar, kecepatan lalu-lintas dan hiruk pikuk kesibukan dikota; (2) faktor
penarik, berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan
wisata (Fandeli, 1995). Di Indonesia motivasi kunjungan wisatawan baik asing

maupun domestik sebagian adalah karena sumber daya alam (Nuryanti, 1995).

Wisata alam dengan istilah ecotourism diterjemahkan menjadi ekowisata
yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas
yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat,
menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah
untuk mencintai alam. Semuanya ini sering disebut dengan istilah Back To Nature
(Oka A. Yoeti, 2000). Wisatawan mengunjungi antraksi dan obyek wisata alam
adalah berkaitan dengan keingintahuan, pendidikan (education), kesenangan
(hobby) dan penelitian (research) tentang sesuatu yang berkaitan dengan

lingkungan sekitar.

Destinasi adalah kawasan spesifik yang dipilh seorang pengunjung, ia
dapat tinggal selama waktu tertentu (Hardinoto, 1996:15). Undang-undang Nomor
10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa destinasi pariwisata atau
disebut juga daerah tujuan wisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam
satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata,
fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan.

Destinasi pariwisata merupakan kawasan yang dipilih wisatawan untuk
melakukan aktivitas wisata dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki
unsur-unsur kepariwisataan seperti layanan produk wisata, fasilitas umum,
fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat yang harus dipandang
secara holistik dan saling terkait satu sama lain seacra sistemik yang saling

menunjang dalam pelaksanaan kepariwisataan.
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Unsur-unsur keunikan yang dimiliki suatu destinasi pariwisata akan
mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi sebuah desstinasi
pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha pengembangan destinasi
pariwisata. “Destination development is here simply understood as process aiming
at improving the atractiveness and functioningof places and regions as visiting
areas’(BO Svenson, Sara Nordin dan Arved zflsgeast, 2005:32). Berdasarkan
definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan destinasi pariwisata
merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan fungsi
objek dan kawasan sebagai area kunjungan. Peningkatan daya tarik kunjungan
tersebut meliputi peninhkatan unsur-unsur kepariwisataan seperti layanan produk
wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat
yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata. Peningkatan tersebut dilakukan secara
holistik dan terkait satu sama lain dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan

destinasi pariwisata.

Menurut Sukahar (1995) wisata alam adalah bentuk rekreasi dan
pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik
dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia.
Merujuk pada pendapat Sukahar tersebut, obyek wisata alam terdiri atas : a)
Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud
keadaan alam, serta flora dan fauna; b) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya
manusia yang berwujud musium, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta,
wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan (Lakoni,
1995).

Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun
setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik
untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan. Pada prinsipnya obyek wisata
alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan
sumberdaya alam dan tata lingkungan (Fandeli, 1995). Karena itu kegiatan wisata
di obyek wisata alam secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok,

yaitu : a) wisata perairan atau wisata bahari berupa kegiatan berenang, snorkling,
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menyelam, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai,
photografi bawah air, canoeing, dan lain-lain. b) wisata daratan, berupa kegiatan
lintas alam, mendaki gunung, penelusurn goa, berburu, bekemah, photogrfi, jalan

santi, penelitin, terbang layang, dan lain-lain (Sukahar, 1995)

Berdasarkan jenis kawasannya, obyek wisata alam dikelompokkan
kedalam dua kelompok, yaitu obyek wisata alam yang ada dalam kawasan hutan
dan obyek wisata alam yang ada diluar kawasan hutan. Menurut
penggolongannya, dibedakan menjadi obyek wisata alam dalam kawasan
konservasi dan obyek wisata alam yang terdapat di luar kawasan konservasi
(Hardiwinoto, 1995). Obyek wisata alam dalam kawasan konservasi yaitu taman

nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya.

Hartono (1988), mengklasifikasikan potensi obyek wisata alam yang
terdapat di dalam kawasan konservasi sumberdaya hutan menjadi tiga kelompok
yaitu flora fauna, keunikan dan kehasan ekosistem, serta gejala atau fenomena
alam. Kaitannya dengan fenomena alam, potensi obyek wisata alam berupa
fenomena alam berupa kawah, sumber air panas, air terjun, danau, gua, batu-
batuan berukuran besar, dan fenomena alam lainnya (Hardiwinoto, 1995). Obyek
wisata alam diluar kawasan konservasi, umumnya obyek wisata alam dikelola
oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani (wana wisata) atau Swasta
(Hardiwinoto, 1995).

Menurut Harsono (2006), potensi lokal merupakan pengetahuan atas
refleksi dan kebudayaan masyarakat setempat yang terkandung dalam nilai
estetika, norma aturan dan ketrampilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Potensi lokal dapat diartikan sebagai sumberdaya alam, buatan (sosial,
politik, budaya, pembangunan) dan sumberdaya manusia yang dapat digunakan
untk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan pembangunan

daerah.
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Menurut Cooper Dkk (dalam Sunaryo, 2013:159), Kkerangka
pengembangan destinasi wisata harus mencakup komponen-komponen utama

sebagai berikut:

a. Objek dan Daya Tarik (Atraction), yang mencakup: daya tarik yang
berbasis utama pada kelayakan alam, budaya, maupun buatan/artificial,
seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (special
interest).

b. Aksebilitas (Accessibility), yang mencakup dukungan sistem
transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas
terminal, bandara, pelabuhan dan moda trasnportasi lain

c. Amenitas (Amenities), yang mencakup fasilitas penunjang dan
pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan (food and
beverage), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro
perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.

d. Fasilitas pendukung (Ancillary Service), yaitu ketersediaan fasilitas
pendukung vyang digunakan oleh wisatawan, seperti bank,
telekomunikasi, pos, rumah sakit,dan sebagainya

e. Kelembagaan (Institutions), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran
masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan

pariwisata termasuk masyarakat tuan sebagai rumah (host)
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AKSEBILITAS

FASILITAS
PENDUKUNG

Gambar 2.1 lustrasi Kontruksi Sistem Destinasi Wisata

(Sumber: Cooper dkk dalam Sunaryo, 2013:160)

2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama dalam

pengembangan wisata Tampora. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah

dibangun peneliti, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan

peneliti untuk menemukan jawaban atas ppermasalahan peneliti yang telah

dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya

penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek

dan bahasan penelitian.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan
data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga
merupakan  analisis  teoritis mengenai suatu cara atau  metode.
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan
sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan
terorganisasi  untuk  menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan
jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek
yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai
motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-
masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama,
yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu
berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan
mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Fokus Penelitian
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penentuan Informan
Data dan Sumber Data
Teknik Pengumpulan Data
Metode Analisis Data

© N o 0 B~ w DN

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penegasan tetang kategori penelitian yang akan
dilakukan (Universitas Jember, 2016:22). Berdasarkan teknik pengumpulan data,
terdapat dua jenis penelitian yang sering digunakan oleh peneliti dalam

melakukan penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
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Menurut Sugiyono (2012:8), metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti suatu
sampel dan populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk

menguji hipotesis.

Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) diartikan
sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada
kondisi alamiah. Selain itu, penelitian kualitatif menurut Sudjanah (1991:7)
adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang
bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan. la mengatakan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6).

Jenis pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis tahap implementasi atau pelaksanaan
kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas)
melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Menurut Bogdan
dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagali
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti data-data yang dikumpulkan berupa
kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jenis penelitian yang dipilih untuk
mencapai tujuan tersebut adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk
mendeskripsikan atau memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang
bagaimana tahap implementasi atau pelaksanaan kolaborasi pengembangan

Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten
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Situbondo. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif
penetuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi
yang akan diperoleh dari siatuasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus
penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau
ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti

menentukan kemana arah penelitiannya.

Berdasarkan definisi fokus penelitian diatas, maka peneliti menetapkan
Destinasi Wisata Tampora sebagai objek fokus penelitian. Dalam suatu penelitian,
haruslah memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan
terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata

Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan
penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna menemukan dan
menjawab masalah yang terjadi. Penelitian ini difokuskan ditiga tempat yaitu:

1. Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten

Situbondo

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
3. Perhutani KPH Probolinggo

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kalianget karena merupakan
lokasi Destinasi Wisata Tampora yang sedang dikembangkan, dan Dinas
Pariwisata kabupaten Situbondo bersama Perhutani KPH Probolinggo merupakan

kedua aktor dalam kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018- Januari 2019,
dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2019 dimulai dari
pengembangan Destinasi Wisata Tampora yang telah terbukti mendatangkan

banyak wisatawan hingga sekarang.
3.4 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam
penelitian. Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah (2016:23), informan
adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu
menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Pemilihan informan dalam
penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang
kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal (1990) yang
dikutip oleh Sugiyono (2011:211) informan penelitian sebaiknya memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses
enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui

b. orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti

c. orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi

d. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan
berdasarkan subjektivitasnya

e. orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat

menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan
pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang
memiliki pengetahuan tentang data atau informan yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Menurut Sugiyono
(2011:218) menjelaskan bahwa purpose sampling adalah teknik pengambilan
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya, orang yang dijadikan

informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa
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yang menjadi objek penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan snowball
sampling yaitu informan yang direkomendasikan oleh informan utama karena
dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan serta esidental sampling yaitu
informan yang ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian tanpa direncanakan untuk

Wwawancara.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan
yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi
terkait tahap implementasi atau pelaksanaan kolaborasi pengembangan Objek

Wisata Tampora.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No Narasumber Jabatan

1 Bapak Jamin Supervisor wisata Perhutani KPH Probolinggo
2 Bapak Kusno Mandor Wisata

3 | Bapak Asbullah Tata Usaha

4 | Bapak Khairil Anwar | Sekretaris Pokdarwis

5 | Ibu Latfiah Susanti Sekretaris Desa Kalianget

6 | Bapak Sofwan Hadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
7 | Bapak Medi Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

8 | Bapak Firdaus Kepala Urusan Tata Usaha BKPH Taman

9 | Bapak Azis Pedagang

10 | Lailatul Rohaniyah Pengunjung

11 | Ika Rahmawati Pengunjung

12 | Yulia Astutik Pengunjung

13 | Puji Lestari Pengunjung

(Sumber: diolah peneliti, 2019)

3.5 Data dan Sumber Data

Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau
informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, “data dapat
diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian,
informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya”.

Sedangkan sumber data adalah asal peneliti memperoleh data. Sumber data yang
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digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai
berikut

1. Data Primer

Data primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dari hasil

wawancara mendalam terhadap beberapa sumber dan observasi di lapangan.

Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian.

Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian.

Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian

No

Sumber Data

Data Primer yang diperoleh

1

Bapak Jamin

a.
b.

5

Gambaran umum Objek Wisata Tampora
Kondisi awal Objek Wisata Tampora

Proses Kolaborasi pengembangan Objek
Wisata Tampora

Informasi Stakeholder

Kegiatan rapat koordinasi

Peran Perhutani

Informasi CSR

Pelaksanaan kolaborasi

Bapak Kusno

coTplTa o a

Kondisi awal tampora

Peran Perhutani

Proses kolaborasi pengembangan Objek
Wisata Tampora

Pak Asbullah

oo

Gambaran umum Objek Wisata Tampora
Kondisi pengunjung

Pak Khairil Anwar

Peran Pokdarwis dalam pengembangan
Objek Wisata Tampora

Ibu Latfiah Susanti

Gambaran umum Desa Kalianget

Bapak Sofwan Hadi

D

Gambaran umum Pariwisata Kabupaten
Situbondo

Program  Pemerintah  Daerah  dalam
pengembangan wisata Kabupaten Situbondo
Gambaran umum Objek Wisata Tampora
Proses kolaborasi pengembangan Objek
Wisata Tampora

Informasi stakeholder

Peran Dinas Pariwisata

Pelaksanaan kolaborasi

Bapak Medi

ocoop@ o

Kegiatan-kegiatan rapat koordinasi
Informasi CSR

Peran Dinas Pariwisata

Proses kolaborasi
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8 | Bapak Firdaus a. Informasi pelaksanaan kolaborasi
9 | Bapak Azis a. Pembangunan kios pedagang

b. Informasi Wisata
10 | Lailatul Rohaniyah a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
11 | Ika Rahmawati a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
12 | Yulia Astutik a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
13 | Puji Lestari a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2019)
2. Data Sekunder

Data Sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber

data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data masterplan,

karena pihak Perhutani tidak menemukan data tersebut atau hilang. Meskipun

demikian peneliti berhasil mendapat beberapa data sekunder yang dapat peneliti

gunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan data sekunder yang didapatkan

peneliti selama penelitian.

Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian

No Sumber Data Data Sekunder yang diperoleh
1 | Perum Perhutani KPH Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani
Probolinggo KPH Probolinggo dengan Dinas

Pariwisata Kabupaten Situbondo
Tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Waana Wisata Pantai
Tampora

Kesepakatan Bersama Antara
Pemerintah Kabupaten Situbondo
dengan Perum Perhutani Kesatuan
Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo
Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan
Kawasan Hutan

Undangan-undangan rapat koordinasi
dalam proses kolaborasi pengembangan
Objek Wisata Tampora

Peta letak geografis Objek Wisata
Tampora

Laporan pendapatan tiket masuk

Wisata

2 Pemerintah Desa

Peta Wilayah Desa Kalianget
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Kalianget b. Monografi Desa Kalianget
c. RPJMDes Kalianget tahun 2014-2019
3 | Dinas Pariwisata a. Data Kunjungan Wisata Kabupaten
Kabupaten Situbondo Situbondo

b. Undangan-undangan rapat koordinasi
dalam proses kolaborasi

4 | Sekretaris Pokdarwis a. Struktur kepengurusan pokdarwis

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2019)
3.6 Teknik Pengumpulan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Jember (2016:23)
menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan
instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik
pengumpulan data dapat berupa obsevasi, dokumentasi, wawancara, survei,
angket atau pengukuran. Teknik pengumpulan data merupakan langkah dasar
dalam penelitian karena tujuan utama dilakukan penelitian yaitu untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan masalah
penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169)
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :
. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi
merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek
penelitian atau mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Faisal
(1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan ke
dalam tiga kategori, yaitu : observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan

tersamar, serta observasi tak berstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. Menurut

Usman dan Akbar (2009:54) teknik observasi partisipasi merupakan teknik
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observasi yang obsever terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan
pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54)
merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang
memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Pengamatan
secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk

mengamati bagaimana

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan percakapan dan tanya jawab dengan maksud atau tujuan tertentu
dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Moleong (2002:135)
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode penelitian data yang paling banyak digunakan dalam penelitian
kualitatif adalah wawancara mendalam (indepth interviews) dimana penggunaan
indepth interviews sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam
tetang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.
(Menurut Bandur, 2016:108) Wawancara mendalam (indepth interviews) terdiri
atas unstructured interviews dan semi-structured interviews. Penelitian ini
menggunakan jenis wawancara semistruktur, yang berarti pertanyaan yang
diberikan oleh pewawancara dilakukan dengan bebas namun tetap terstuktur
dengan jelas dan sesuai dengan topik penelitian. Sebelum melakukan wawancara,
peneliti membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Pelaksanaan
wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang
diperoleh dari wawancara, seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan

kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.
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3. Dokumentasi

Usman dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses
pengumpulan data yang diperolenh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi
merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berupa
dokumen-dokumen atau surat-surat yang berada dilokasi peneliti. Ada beberapa
dokumentasi yang perlu peneliti lampirkan. Seperti foto kegiatan Kkerja,
dokumentasi, struktur organisasi dan lain-lain. dari dokumen yang didapat,
kemudian peneliti mengembangkan sesuai kebutuhan dalam penelitian.
3.7 Metode Analisi Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses
mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan
satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data kualitatif. Komponen analisis data kualitatif digambarkan

sebagai berikut:

Pengumpulan
data

Penyajian data

Reduksi Data

|5

Penarikan

kesimpulan/ verifikasi

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data
Sumber : Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)
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1. Tahap Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2008:247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal penting, dicari tema dan polanya.
Menurut Mathew dan Michael (1992:16) raduksi data yaitu proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Data
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai macam
cara melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan wuraian singkat,

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya
2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau
penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya,
mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display
adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles
dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram
konteks (context chart) dan matriks.Penelitian kualitatif biasanya difokuskan
pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu.
Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang
bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang
berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal),

sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1984:133).

Miles and Hubermen (1984) menyatakan : the most frequent form of
display data for qualitative research data in the post has been narrative
text”/yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan

dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan
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awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila
ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.
Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.
Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti
kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan
yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap
terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang
tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya
telah memutuskan anara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak
diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih
lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang,

lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian merupakan hal penting
karena menentukan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau tidak. Menurut
Moleong (2006:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi sebuah
bukti  bahwa  penelitian  kualitatif ~ tersebut  ilmiah  dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan yang harus
dipelajari oleh peneliti dalam membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil
penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria Teknik Pemeriksaan

Kredibilitas (Derajat Perpanjangan Keikutsertaan

Kepercayaan) Ketekunan Pengamatan

Triangulasi

Pengecekan Sejawat

Kecukupan Referensial

SRRl I B i

Kajian Kasus Negatif
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7. Pengecekan Anggota

Keteralihan 8. Uraian Rinci

Kebergantungan 9. Audit Kebergantungan

Kepastian

10. Audit Kepastian

Sumber : Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik keabsahan data di atas, penelitian ini
menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian
keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain
(Moleong, 2012:330). Selanjutnya menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat

dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut :

a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

b. mengumpulkan data dan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber

c. menggunakan berbagai macam metode agar kepercayaan data dapat
dilakukan.

Teknik ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara,
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau
pandangan orang lain, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari peneliti mengenai kolaborasi
pengembangan Destinasi Wisata Tampora, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan oleh beberapa pihak
diataranya, perhutani sebagai pemiliki lahan, POMI sebagai Corporate Social
Responsibility (CSR), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta masyarakat
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai kepanjangantangan dari Dinas
Pariwisata
2. Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan melalui
empat tahap kolaborasi yaitu assesment, initiation, deliberation dan
implementation. Dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora,
tahap assesment, initiation dan deliberation telah dilaksanakan sesuai dengan
tahapan colaborative governance dan menghasilkan perjanjian kerjasama antara
Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan
kolaborasi. Diawali dari tahap identifikasi (assesment), kedua belah pihak telah
melakukan penilaian apakah kolaborasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau
tidak, telah mengetahui bagaimana kondisi awal Tampora, dan menetukan siapa
saja yang akan menjadi stakeholder dalam kolaborasi tersebut. Tahap selanjutnya
yaitu tahap inisiasi (initiation), dalam tahap ini dilakukan kegiatan rapat
stakeholder yang terlibat yaitu perhutani, Dinas Pariwisata, dan Pokdarwis untuk
membahas perjanjian kerjasama, hal apa saja yang dibutuhkan dalam kerjasama
tersebut, membangun kelompok kerja dan proses desain. Kemudian tahap ketiga
adalah tahap deliberasi (deliberation) yaitu dengan suatu perjanjian kerjasama
yang menyatukan stakeholder yang telah disepakati bersama oleh Perhutani dan
Dinas Pariwisata. Dalam tahap deliberasi terdapat pembagian tugas dan kewajiban
masing-masing stakeholder sesuai bidangnya yang telah berpedoman pada suatu
perjanjian kerjasama. Setelah ketiga tahap tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap

pelaksanaan (implementasi). Tahap ini menjadi fokus peneliti dalam penelitian


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

97

ini. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan terakhir dalam collaborative
governance, tahap inilah yang menentukan apakah kolaborasi tersebut dapat terus
dilangsungkan atau justru sebaliknya.

3. Pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora belum
seluruhnya terlaksana. Kegiatan pengembangan seperti pembangunan sarana dan
promosi telah dilaksanakan, namun kegiatan pengelolaan seperti pengelolaan
tiket, kebersihan dan keamanan, monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan
secara kolaboratif.

4. Kendala yang terjadi selama kolaborasi pengembangan wisata Tampora
adalah masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam kolaborasi tersebut,
keterbatasan aktifitas promosi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kolaborasi pengembangan
Destinasi Wisata Tampora, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang ada harus disertai pemeliharaan
agar tetap terjaga kebersihannya.

2. Perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik antar stakeholder
dengan cara adanya forum-forum diskusi agar setiap stakeholder dapat
menyampaikan kesulitan atau maslah-masalah yang timbul dalam kolaborasi
sehingga akan timbul rasa saling percaya dan saling memiliki terhadap Destinasi
Wisata Tampora.

3. Para stakeholder perlu meningkatkan komitmen agar dapat menjalankan
tugas dan perannya masing-masing yang telah disepakati bersama dalam

perjanjian kerjasama kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.
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Lampiran 6.4 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Pemangku Kepentingan

1.

w

© oo N o O B

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Apakah kerjasama pengembangan Destinasi Wisata Tampora memang
benar-benar dibutuhkan ?

Bagaimana kondisi awal Tampora ?

Siapa saja stakeholder dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata
Tampora ?

Apakah ada sponsor dalam pengembangan Tampora ?

Bagaimana cara mengikat stakeholder ? apakah ada perjanjian kerjasama ?
Bagaimana proses pembuatan perjanjian kerjasama ?

Bagaimana proses pengambilan keputusannya ?

Apa tujuan dilaksanakannya kolaborasi Pengembangan Tampora ?
Bagaimana proses kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
Bagaimana pembagian hak dan kewajibannya ?

Bagaimana pelaksanaan kegiatan kobalobarai pengembangan Destinasi
Wisata Tampora ?

Apakah masing-masing stakeholder telah melaksanakan hak dan
kewajibannya ?

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi ?

Apakah ada rapat rutin untuk membahas hasil kolaborasi ?

Apa kendala yang dihadapi selama proses kolaborasi Pengembangan
Destinasi Wisata Tampora ?

Bagaimana tanggapan pokdarwis tentang kolaborasi Pengembangan
Destinasi Wisata Tampora ?

Apakah pordarwis dilibatkan dalam perjanjian kerjsama ?

Bagaimana peran pokdarwis dalam pelaksanaan kobalobari pengembangan

Destinasi Wisata Tampora ?
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Pedoman Wawancara Untuk Pengunjung

1
2
3.
4

Mengapa memilih berkunjung ke Tampora ?

Adakah yang membedakan Tampora dengan Destinasi Wisata pantai lain ?
Jika ada apa perbedaannya ?

Bagaimana tanggapan pengunjung tentang perkembangan Tampora setelah
dilakukan pembangunan ?

Bagaimana tanggapan pengunjung tentang harga tiket, keamaan dan
kebersihan di Tampora ?

Dari mana pengunjung mengetahui Tampora ?

Apa saja yang masih perlu ditingkatkan untuk pengembangan Tampora ?
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Lampiran 6.5 Dokumentasi Foto Penelitian

Supervisor Wisata Perhutani Mandor Wisata Perhutani BPKPH Taman

Sekretaris Pokdarwis Sekretaris Desa Kalianget
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A

e

asuk Pantai Tampora

g e

Banner Kegiatan Terak Mancorong Pintu M

Musholla
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Tandon air Toilet
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